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PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA
DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG

STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR

BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN

Menimbang

Mengingat

KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman
Standar Pelayanan setiap penyelenggara pelayanan
publik wajib menetapkan dan menerapkan standar
pelayanan publik untuk setiap jenis pelayanan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan tentang Standar Pelayanan di Lingkungan
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia
dan Kebudayaan;

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun
2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
Peraturan Presiden Nomor 35 tahun 2020 tentang
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia
dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 60);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan
Manusia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Berita Negara
Republik  Indonesia Tahun 2020 Nomor 700)
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Menetapkan

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Nomor 3
Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 441);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN TENTANG
STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN
KEBUDAYAAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Koordinator ini yang dimaksud
dengan Standar Pelayanan adalah tolok wukur yang
dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan
dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban
dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka
pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan
terukur.

Pasal 2

(1) Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian
Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan merupakan pelaksanaan dari tugas dan
fungsi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan.

(2) Pelayanan di lingkungan Kementerian Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
meliputi:

a. penyediaan data dan informasi publik;

b. konsultasi dan audiensi;

c. rapat koordinasi penanganan dan pendampingan isu
bidang pembangunan manusia dan kebudayaan;
dan

d. pengaduan pelayanan publik.

(3) Standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran | sampai dengan Lampiran IV
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri Koordinator ini.

Pasal 3

(1) Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3)
huruf a merupakan tanggung jawab pimpinan tinggi
pratama yang menyelenggarakan urusan organisasi dan
komunikasi.

(2) Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3)
huruf b dan ¢ merupakan tanggung jawab pimpinan unit
kerja pejabat pimpinan tinggi madya sesuai dengan
kewenangannya.
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(3) Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3)
huruf d merupakan tanggung jawab dari:
a. pimpinan unit kerja pejabat pimpinan tinggi madya
sesuai dengan kewenangan; dan
b. pimpinan tinggi pratama yang menyelenggarakan
urusan organisasi dan komunikasi.

Pasal 4
Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri Koordinator ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Juli 2022
MENTERI KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA
DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHADJIR EFFENDY

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 Agustus 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY
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LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN
KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN
KEBUDAYAAN

STANDAR PELAYANAN PENYEDIAAN DATA DAN INFORMASI PUBLIK

NO.| KOMPONEN | URAIAN
PENYAMPAIAN PELAYANAN
1. | Persyaratan 1. Persyaratan pengguna layanan menyampaikan

melalui surat elektronik maupun surat

nonelektronik:

a. Membuat surat permohonan tertulis yang
berisi :

1) identitas pemohon yang meliputi nama
perseorangan /institusi/ Lembaga
swadaya/ masyarakat /organisasi
masyarakat /partai politik/badan publik
lainnya, kontak yang dapat dihubungi,
dan alamat e-mail;

2) data dan informasi yang diminta secara
jelas;

3) mencantumkan maksud dan tujuan
permohonan data dan informasi;

4) melampirkan fotocopi kartu tanda
penduduk/paspor/kartu identitas lainnya

yang berlaku.
b. Penyampaian surat permohonan dapat
melalui:
1) Surat kepada : “Pejabat Pengelola

Informasi dan Dokumentasi Kemenko
PMK, Kantor Kementerian Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan Jalan Medan Merdeka Barat
No. 3 Jakarta Pusat 10110"

2) website PPID:
https:/ /ppid. kemenkopmk.go.id dan
alamat e-mail Kemenko PMK:

ppidakemenkopmk.go.id;
3) aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR atau
www.lapor.go.id.
2. Persyaratan pengguna layanan melalui datang

langsung:
a. mengisi daftar tamu di front office:
b. menunjukkan kartu tanda

penduduk/paspor/kartu  identitas lainnya
yang masih berlaku; dan

c. mengisi formulir permohonan data dan
informasi yang telah disediakan.

www.peraturan.go.id
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NO. KOMPONEN URAIAN
2. | Sistem, 1 Meoyampaian parmehonan liywese dats dan
Mekanisme dan Fenyampaian Permohonan 'T”"?;‘um":.f‘?;‘...,mmm
oot | (1) P | " SCERERES
webtite ppuiatpmenbopmh g0 W)
b Datang langung,
1. Fetugas Penerima Lyanan menecuskan surat
permohonan  kepeda  Selretarm  Kementerian
Koordinatoe Sidang PMK melalis Subbagian Tata
saha Seshamanio can Stal AN,
L Sekretaris wgash
Pimpinan Unit Mevja yang bersangesan untih
menindabangit!  permohonan  data dan
nformas.
1. Pwmpran Unit Kerja yarg dituju menugaskan
Fejabat! Pegawsl yang beckompeten untuk
@ Proses Penylagan Data dan menytaphan data dan niormas yang Sbututkan
Informasi Sengguna Layanan
1. Fejabat/ Pegawai yeng berhompeten
monytaphan data dan Informas! yarg
@batuhban.
1. Peogguna lryanan menerma data dan
@ Penerimasn Data dan Informay yeeg ditutidian
Informasi
3. |Jangka  Waktu | Permohonan melalui surat secara elektronik/
Pelayanan nonelektronik atau datang langsung: pengguna
layanan menerima data danj/atau informasi
maksimal 10 (sepuluh) hari kerja sejak persyaratan
permohonan informasi diterima secara lengkap, dan
dapat diperpanjang 7 (tujuh) hari kerja dengan
surat pemberitahuan apabila perlu dipersiapkan
informasi yang dibutuhkan.
4. | Biaya/ Tarif Tidak ada biaya/tarif.
5. | Produk Data dan informasi.
Pelayanan
6. | Penanganan Pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi atas
Pengaduan, pelayanan dapat disampaikan melalui:
Saran dan | 1. Website PPID: https://ppid.kemenkopmk.go.id;
masukan/ 2. Email PPID: ppid@kemenkopmk.go.id;
Apresiasi 3. Aplikasi LAPOR: www.lapor.go.id atau aplikasi

android /iOS: SP4N-LAPOR; atau

4. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Kemenko PMK, Kantor Kementerian Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Jalan Medan Merdeka barat No. 3 Jakarta Pusat
10110.

PENGELOLAAN PELAYANAN

1.

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5038);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Infomasi
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia

www.peraturan.go.id
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NO. KOMPONEN URAIAN
Tahun 2010 Nomor 99);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 215);

5. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2020
tentang Kementerian  Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 60);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun
2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 615); dan

7. Peraturan Menteri Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
700), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2021
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 441).

2. | Sarana dan | 1. ruang tamu dengan pendingin ruangan;
Prasarana 2. meja dan kursi;
dan/atau 3. komputer;
Fasilitas 4. printer;
5. jaringan internet;
6. pesawat telepon;
7. mesin faksimile;
8. mesin fotokopi;
9. proyektor; dan/atau
10. formulir permohonan.
3. | Kompetensi 1. Sumber daya manusia yang  memiliki

Pelaksana pengetahuan di bidang pembangunan manusia
dan kebudayaan dan program- program
kegiatan yang dilakukan oleh Kementerian
Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan;

2. Sumber daya manusia yang  memiliki
pengetahuan tentang peraturan perundang-
undangan; dan

3. Sumber daya manusia yang  memiliki
keterampilan mengelola data dan informasi
publik yang telah dilatih untuk menyampaikan
informasi secara lengkap, terbuka, bertanggung
jawab, serta santun kepada pihak yang |

www.peraturan.go.id
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KOMPONEN URAIAN
memerlukan.
Pengawasan 1. Dilakukan secara berjenjang hingga ke
Internal tingkat pengawasan Jabatan Pimpinan Tinggi

Madya terkait;

2. Dilakukan  sistem  pengendalian internal
pemerintah dan pengawasan fungsional oleh
Inspektorat; dan

3. Dilakukan secara berkelanjutan.

Jumlah Minimal 2 (dua) orang pegawai
Pelaksana penanggung jawab penvedia data dan informasi.
Jaminan Data dan/atau informasi diberikan dengan cepat,
Pelayanan tepat, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Jaminan 1. Data dan/atau informasi yang diberikan dijamin
Keamanan dan keabsahannya dan dapat
Keselamatan dipertanggungjawabkan,

Pelayanan 2. Petugas yang memberikan data dan informasi

telah mendapatkan penugasan dari atasan
langsung; dan

3. Jaminan keamanan dan keselamatan pengguna
layanan menjadi tanggung jawab Kementerian
Koordinator Bidang Pembangunan Manusia
selama berada di lingkungan Kementerian
Koordinator Bidang Pembangunan Manusia.

Evaluasi Kinerja | Evaluasi penerapan standar pelayanan ini
Pelaksana dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu)
tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan
untuk menjaga dan meningkatkan kinerja
pelayanan.

MENTERI KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA
DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd

MUHADJIR EFFENDY

www.peraturan.go.id
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LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN
KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN
KEBUDAYAAN

STANDAR PELAYANAN KONSULTASI DAN AUDIENSI

NO. |

KOMPONEN

URAIAN

PENYAMPAIAN PELAYANAN

1.

Persyaratan

1. Persyaratan pengguna layanan menyampaikan
melalui  surat elektronik maupun  surat
nonelektronik:

a. Menyampaikan surat permochonan tertulis
yang berisi :

1) identitas pemohon yang meliputi nama
perseorangan /institusi/ Lembaga
swadaya / masyarakat /organisasi
masyarakat /partai politik/badan publik
lainnya, kontak yang dapat dihubungi,
dan alamat e-mail;

2) topik dan tujuan konsultasi secara jelas;

3) waktu pelaksanaan konsultasi; dan

4) melampirkan fotocopi kartu tanda
penduduk/paspor/kartu identitas lainnya
yang berlaku.

Ditujukan ke alamat:

“Pejabat Pengelola Informasi dan

Dokumentasi  Kemenko PMK  Kantor

Kementerian Koordinator Bidang

Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Jalan Medan Merdeka Barat No. 3 Jakarta

Pusat 10110" atau melalui website Kemenko

PMK: https:/ /ppid.kemenkopmk.go.id

dan/atau alamat e-mail Kemenko PMK:

ppida@kemenkopmk.go.id.

b. Surat permohonan disampaikan paling
lambat 5 (lima) hari kerja sebelum
pelaksanaan kegiatan konsultasi

2. Persyaratan pengguna layanan melalui datang
langsung;

a. mengisi daftar tamu di front office:

b. membawa surat permohonan asli dari
pimpinan  institusi/Lembaga  swadaya/
masyarakat/organisasi  masyarakat/partai
politik/badan publik lainnya; dan

c. menunjukkan kartu tanda
penduduk /paspor/kartu identitas lainnya
yang masih berlaku.

www.peraturan.go.id
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NO. KOMPONEN URAIAN

2. | Sistem, 1. Memyampadan permohonan Wyansn komuttasi dan
Pe " dapat melaka:
Mekanisme dan @ Perssohonen 3. website PPID: Mt | /peid. kimmenbiopime. gouid:

Prosedur Konsultas} dan B alamat e-mal Keeenho P

Audiensi oleh PtCahemahpeh. o w2 alau

Pergguna Layanan €. datany langsusg

1. Petuges  Perweims  layanas  memerushan  surat

pe hepada  Sekretars  Kewenterian
Koordimator Bidarg PWK melasiul Sutbaglan Tata
usaha Seskemenhs dan Staf Ahli;

3. Sekretarts T bat
Pimpinas  Unit Nerja yang bersasghutan untub

honwitay  dan

Audens!,

1. Penpinan  Usit Kerjd  yang  SRujU  menugaiiae
@ Analisis Sebstansi Pejabats  Pogawal  yang  berbompetes  untub
Konsultasl dan melabuban prones analishh  Tertadap  permohonse
Audiert wntans! komaulttas! can audenst;
L Pejabat/ Pegawal yang berkompeten memptapkan

telaahan/ anatisis terhadap permotanan substans
bomedtasi dan sudienst.

Konsultasi dan 2. Pengguna layanan menerima pelaksanasn korsuftast

1. Pejabat/  Pegawsl  mwnjadwalban  pelaksansan
@ Pelatsansan kommudtast dan audiemi;
Audierni dan madienal.

3. |Jangka Waktu | 1. permohonan melalui elektronik/ e-mail:

Pelayanan pengguna layanan menerima respon tindak
lanjut maksimal 3 (tiga) hari kerja sejak surat
permohonan  diterima  oleh  Kementerian
Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan ; dan

2. datang langsung: pengguna layanan menerima
respon tindak lanjut maksimal 2 (dua) jam
sejak permintaan konsultasi disampaikan.

4. | Biaya/ Tarif Tidak ada biaya/tarif.

5. | Produk Pemberian saran, masukan, pertimbangan, solusi,
Pelayanan dan rekomendasi terhadap permasalahan yang
dikonsultasikan.

6. | Penanganan Pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi atas
Pengaduan, layanan dapat disampaikan melalui:

Saran dan Website PPID: https:/ /ppid.kemenkopmk.go.id;
masukan / Email PPID: ppid@kemenkopmk.go.id;

Apresiasi Aplikasi LAPOR: www.lapor.go.id; atau

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Kemenko PMK, Kantor Kementerian Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Jalan Medan Merdeka barat No. 3 Jakarta Pusat
10110.

bW

PENGELOLAAN PELAYANAN

1. | Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5038);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Infomasi
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia

www.peraturan.go.id
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NO.

KOMPONEN

URAIAN

Tahun 2010 Nomor 99);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 215);

5. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2020
tentang Kementerian  Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 60);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun
2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 615); dan

7. Peraturan Menteri Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
700) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2021
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 441).

Sarana dan
Prasarana
dan/atau
Fasilitas

ruang tamu dengan pendingin ruangan;
meja dan kursi;

komputer;

printer;

jaringan internet;

pesawat telepon;

mesin faksimile;

mesin fotokopi;

. proyektor; dan/atau

10. formulir permohonan.

OO Uh W -

Kompetensi
Pelaksana

1. Sumber daya manusia yang memiliki
kompetensi pada bidang/topik yang
dikonsultasikan;

2. Sumber daya manusia yang memiliki
pengetahuan di bidang pembangunan manusia
dan kebudayaan dan program-program kegiatan
yvang dilakukan oleh Kementerian Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan;

3. Sumber daya manusia yang memiliki wawasan
dalam hal penyelenggaraan pemerintahan

untuk menyampaikan informasi secara
lengkap, terbuka, bertanggung jawab, serta
santun kepada pihak yang memerlukan.

www.peraturan.go.id
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NO. KOMPONEN URAIAN

4. | Pengawasan 1. Dilakukan secara berjenjang hingga ke

Internal tingkat pengawasan Jabatan Pimpinan Tinggi
Madya terkait;

2. Dilakukan sistem  pengendalian internal
pemerintah dan pengawasan fungsional oleh
Inspektorat; dan

3. Dilakukan secara berkelanjutan.

5. | Jumlah Sekurang-kurangnya 1 (satu) orang
Pelaksana pejabat/ pegawai pada setiap unit kerja.

6. |Jaminan Pertemuan audiensi dilakukan sesuai jadwal
Pelayanan yang sudah ditentukan;

2. Audiensi diberikan oleh Menteri Koordinator
atau petugas/pejabat yang telah mendapatkan
penugasan dari atasan langsung; dan

3. Materi dipersiapkan sesual permasalahan yang
ingin dibahas.

7. |Jaminan 1. Data dan/atau Informasi yang diterima dari
Keamanan dan pengguna layanan dijamin kerahasiaannya
Keselamatan sepanjang diminta oleh pengguna layanan.
Pelayanan 2. Jaminan keamanan dan keselamatan pengguna

layanan menjadi tanggung jawab Kementerian
Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan selama berada di lingkungan
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan.

8. | Evaluasi Kinerja | Evaluasi penerapan standar pelayanan ini

Pelaksana

dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu)
tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan
untuk menjaga dan meningkatkan kinerja
pelayanan.

MENTERI KOORDINATOR

BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA
DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHADJIR EFFENDY

www.peraturan.go.id
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LAMPIRAN III

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN
KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN
KEBUDAYAAN

STANDAR PELAYANAN RAPAT KOORDINASI PENANGANAN DAN
PENDAMPINGAN PENYELESAIAN ISU BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN

KEBUDAYAAN

NO.

KOMPONEN

URAIAN

PENYAMPAIAN PELAYANAN

Persyaratan

1. Persyaratan pengguna layanan melalui surat
elektronik maupun surat nonelektronik:

a. Menyampaikan surat permohonan tertulis
yang berisi :

1) surat usulan dari Menteri/pimpinan
Lembaga atau pimpinan unit kerja;

2) rapat koordinasi penanganan isu bidang
pembangunan manusia dan kebudayaan
secara jelas

3) nomor kontak yang dapat dihubungi.

Ditujukan ke alamat:

“Pejabat Pengelola Informasi dan

Dokumentasi  Kemenko PMK Kantor

Kementerian Koordinator Bidang

Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Jalan Medan Merdeka Barat No. 3 Jakarta

Pusat 10110” atau melalui website Kemenko

PMK: https:/ /ppid. kemenkopmk.go.id

dan/atau alamat e-maill Kemenko PMK:

ppid@kemenkopmk.go.id.

b. Surat permohonan disampaikan paling
lambat 5 (lima) hari kerja sebelum
pelaksanaan kegiatan rapat koordinasi.

c. Isu yang diadukan masih dalam ranah
koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian
Kementerian Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

2. Persyaratan pengguna layanan menyampaikan
melalui datang langsung:

a. mengisi daftar tamu di front office:

b. membawa surat permohonan asli dari dari
Menteri/pimpinan Lembaga atau pimpinan
unit kerja; dan

c. menunjukkan kartu tanda
penduduk/paspor/kartu identitas lainnya
vang berlaku.

www.peraturan.go.id
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2. | Sistem, 1, Pengguns layanan menyampalban wrst pee
Mekanisme dan |, —, Penympaian e sreallic B avigreofl e smglropes
Prosedur: &l/) W :‘,‘:, : ppidakemenbopmk g:f‘:‘n!.mdluq I-w:‘;m
Bidang PMX 1, Petugas Fenevima han  surat  per
kepade Sekretars Kementerien Koordnator Sidang
P medalid Subbaglan Tata Usaha Seshemerko dan
Seaf Ahli;
1 Seketwh K an  Woords g
Pmpman  Unit  Kerja  yang  bersanghutan  untuk
menindakianjut! permohonan.
. 1. Parpman Usit Kerga yang dtuju menugashan Pejabat /
@ Proses Koofemal Pogawat yorg peten ustok menganelss tm
bideng pembeng menuss dan kedud 3
1. Pejabat/ Pegaww yang berknmpeten menganalnds su
bidarng pembeang manusts dan ketud
Pimpinan Unit Kerja memutunkan pelabsanasn rapat
(v ot ey o dengn e oy s
in anan
)| s | i e
1. Jika pele pecanganan isa bidarg pemhang
mansi dan hebudayaan Belum mendapatian hasil
—~ shdir penengman, maka Prmpmen Unit Kerja skan
(-:) Rakor Tinghat Meser! |\ iert Koordinator agar dapat Mﬁam
Woordinast Tiegiat Mentar.
L Hesll Rakor ditvenghan dalam Risalah Rapat den dapat
& becihan hepads peserta Rapat
3. |Jangka Waktu|1l. Permohonan melalui e-mail: pengguna layanan
Pelayanan menerima respon tindak lanjut maksimal 35
(lima) hari kerja sejak surat permohonan
diterima oleh Kementerian Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

2. Datang langsung: pengguna layanan menerima
respon tindak lanjut maksimal 2 (dua) jam
sejak permintaan audiensi disampaikan.

4. | Biaya/ Tarif Tidak ada biaya/tarif.
5. | Produk Penyelenggaraan rapat koordinasi penyelesaian isu
Pelayanan di bidang pembangunan manusia dan
kebudayaan yang dalam ranah koordinasi,
sinkronisasi, dan pengendalian Kementerian

Kordinator Bidang Pembangunan Manusia dan

Kebudayaan.

6. | Penanganan Pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi atas
Pengaduan, layanan dapat disampaikan melalui:
Saran dan | 1. Website PPID: https:/ /ppid.kemenkopmk. go.id;
masukan / 2. Email PPID: ppida@kemenkopmk.go.id;
Apresiasi 3. Aplikasi LAPOR: www.lapor.go.id atau aplikasi
android /iOS: SP4N-LAPOR; atau

4. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Kemenko PMK, Kantor Kementerian Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan Jalan Medan Merdeka barat No. 3
Jakarta Pusat 10110.

PENGELOLAAN PELAYANAN
1. | Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik

www.peraturan.go.id
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NO. KOMPONEN URAIAN
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5038);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Infomasi
Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 615); dan

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 215);

5. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2020
tentang Kementerian  Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 60);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun
2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 615); dan

7. Peraturan Menteri Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
700), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2021
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 441).

2. | Sarana dan | 1. ruang tamu dengan pendingin ruangan;
Prasarana 2. meja dan kursi;
dan/atau 3. komputer;
Fasilitas 4. printer;
5. jaringan internet;
6. pesawat telepon;
7. mesin faksimile;
8. mesin fotokopi;
9. proyektor; dan/atau
10. formulir permohonan.
3. | Kompetensi 1. Sumber daya manusia yang memiliki
Pelaksana kompetensi pada bidang/topik isu yang

disampaikan oleh pengguna layanan;

2. Sumber daya manusia yang  memiliki
pengetahuan di bidang pembangunan manusia
dan kebudayaan dan program- program
kegiatan vang dilakukan oleh Kementerian

www.peraturan.go.id
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Koordinator Bidang Pembangunan Manusia
dan Kebudayaan; dan

3. Sumber daya manusia yang memiliki wawasan
dalam hal penyelenggaraan pemerintahan yang
telah dilatth untuk menyampaikan informasi
secara lengkap, terbuka, bertanggung jawab,
serta santun kepada pihak vang memerlukan.

Pengawasan 1. Dilakukan secara berjenjang hingga ke

Internal tingkat pengawasan Jabatan Pimpinan Tinggi
Madya terkait;

2. Dilakukan  sistem  pengendalian internal
pemerintah dan pengawasan fungsional oleh
Inspektorat; dan

3. Dilakukan secara berkelanjutan.

Jumlah Minimal 5 (lima) orang pejabat/pegawai
Pelaksana Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan.
Jaminan 1. Permohonan Rapat Koordinasi ditangani oleh
Pelayanan pejabat yang  berkompeten di  bidang
penyelenggaraan Rapat Koordinasi Menteri
Koordinator;

2. Rapat Koordinasi yang memerlukan tindak
lanjut dengan pihak-pihak terkait akan
diselesaikan dengan waktu yang telah
disepakati bersama; dan

3. Informasi Hasil Rakor akan diberikan dengan
cepat, tepat, lengkap, dan dapat
dipertanggungjawabkan  kepada  pengguna
layanan sesuai waktu yang telah disepakati.

Jaminan 1. Informasi terkait rapat koordinasi penanganan
Keamanan dan isu di bidang pembangunan manusia dan
Keselamatan kebudayaan dijamin keabsahannya dan dapat
Pelayanan dipertanggungjawabkan;

2. Pejabat yang menangani rapat koordinasi
penanganan isu di bidang pembangunan
manusia dan kebudayaan telah mendapatkan
penugasan dari atasan langsung; dan

3. Jaminan keamanan dan keselamatan pengguna
layanan menjadi tanggung jawab Kemenko PMK
selama berada di lingkungan Kemenko PMK.

Evaluasi Kinerja | Evaluasi penerapan standar pelayanan ini
Pelaksana dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu)
tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan
untuk menjaga dan meningkatkan kinerja
pelayanan

MENTERI KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA
DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd

MUHADJIR EFFENDY
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LAMPIRAN IV

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN
KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN
KEBUDAYAAN

STANDAR PELAYANAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK

NO. | KOMPONEN | URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN
1. | Persyaratan 1. Persyaratan pengguna layanan melalui surat

elektronik maupun surat nonelektronik:

a. Membuat surat pengaduan secara tertulis
yang berisi :

1) nama dan alamat lengkap;

2) penjelasan detail terkait pengaduan
pelayanan publik (selain penanganan isu
di bidang pembangunan manusia dan
kebudayaan);

3) bukti pendukung pengaduan;

4) dengan melampirkan kartu tanda
penduduk/paspor/kartu identitas
lainnya yang berlaku; dan

5) nomor kontak yang dapat dihubungi

b. Penyampaian surat pengaduan dapat
melalui:

1) Surat kepada: “Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi Kemenko
PMK, Kantor Kementerian Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan Jalan Medan Merdeka Barat
No. 3 Jakarta Pusat 10110"

2) website PPID:
https: / / ppid.kemenkopmk.go.id dan
alamat e-mail Kemenko PMK:
ppida@kemenkopmk.go.id;

3) aplikasi android /iOS: SP4N-LAPOR atau
www.lapor.go.id

2. Persyaratan pengguna layanan menyampaikan
melalui datang langsung:

a. mengisi daftar tamu di front office:

b. menunjukkan kartu tanda
penduduk/paspor/kartu identitas lainnya
yang masih berlaku; dan

c. _menyampaikan pengaduan secara lisan.

www.peraturan.go.id
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Sistem, 1. Penylmpnm pengaduan, dapat dilakuian:

Secara tertulss (surat/ pengisian form
Mek::iusme dan metalu ¢ mail Kemenko PIK:
osedur: Penyampalan poldekomenkapmk go.id , website

Pr @ Pengaduan poigxkamenhonmi. g0, i) Atau

aplikasi android/¥0S: SP4N-LAPOR/
www laper.go.id:
b. Ouan;ungsmg

2. Petugas Penerima pengaduan  meneruskan
pengadusn kepada Sekretarls Mementerian
¥oordinator Bidang PMK melslud Subbagian
Tata usaha Seskemenko dan Staf Ahli;

3. Sekretarts ¥ementerian Koordinator
mecugaskan  Pmpinan Unit  Kerja  yang
bersarghkutan untik menindakianjuti
pengaduan pelayanan publik,

1. Pimpinan Unit Merfa yang dituju menugaskan
Proses Analisis Pejabiat/ Pegawal yang berkompeten untuk
Substansi melaloukan analisis substansi pengaduan:
Pengaduan 2. Pejabat/ Pegawal yang berkompeten
melakodan anallsls substans! pengacuan
sesual kategor! pengaduan,

M“ma hym.m menerima l-ennvmw
Penanganan pervy penanganan penga
Pengaduan

Jangka  Waktu | 1. Pengaduan tertulis akan mulai ditindaklanjuti
Pelayanan maksimal 3 (tiga) hari sejak surat pengaduan
diterima oleh Kementerian Koordinator Bidang

Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

2. Jangka waktu penanganan pengaduan pada
eksternal Kementerian Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
sebagai berikut:

a. Pengaduan yang bersifat normatif maksimal
ditangani dalam 5 (lima) hari kerja sejak
pengaduan diterima oleh Kementerian
Koordinator Bidang Pembangunan Manusia
dan Kebudayaan;

b. Pengaduan yang tidak berkadar pengawasan
dan/atau tidak memerlukan pemeriksaan
lapangan maksimal ditangani dalam 14
(empat belas) hari kerja sejak pengaduan
diterima oleh Kementerian Koordinator
Bidang Pembangunan  Manusia dan
Kebudayaan; dan

c. Pengaduan vyang berkadar pengawasan
dan/atau tidak memerlukan pemeriksaan
lapangan maksimal ditangani dalam 60
(enam puluh) hari kerja sejak pengaduan
diterima oleh Kementerian Koordinator
Bidang Pembangunan  Manusia dan

Kebudayaan.
3. Khusus untuk pengaduan pada internal
Kementerian Koordinator Bidang

Pembangunan Manusia dan Kebudayaan,

jangka waktu penanganan pengaduan sebagai

berikut:

a. Apabila pengaduan dapat ditindaklanjuti
langsung, maka pengaduan akan
ditangani maksimal 5 (lima) hari kerja sejak

www.peraturan.go.id



2022, No.726

-18-

NO. KOMPONEN URAIAN
pengaduan diterima oleh Kementerian
Koordinator Bidang Pembangunan Manusia
dan Kebudayaan.
b. Apabila pengaduan bersifat teknis dan
perlu koordinasi dengan unit kerja, maka
pengaduan akan ditangani maksimal 14
(empat belas) hari kerja sejak pengaduan
dietrima oleh Kementerian Koordinator
Bidang Pembangunan  Manusia dan
Kebudayaan.
4. | Biaya/ Tarif Tidak ada biaya/tarif
5. | Produk Tindak lanjut penanganan pengaduan terkait
Pelayanan permasalahan di bidang pelayanan publik.
6. | Penanganan Pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi atas
Pengaduan, layanan dapat disampaikan melalui:
Saran dan | 1. Website PPID: https:/ /ppid.kemenkopmk.go.id;
masukan/ 2. Email PPID: ppidakemenkopmk.go.id;
Apresiasi 3. Aplikasi LAPOR: www.lapor.go.id atau_aplikasi
android /iOS: SP4N-LAPOR; atau
4. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

kemenko PMK, Kantor Kementerian Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan Jalan Medan Merdeka Barat No. 3
Jakarta Pusat 10110.

PENGELOLAAN PELAYANAN

1.

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5038);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Infomasi
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 99);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 2135);

5. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013
tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 191);

6. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2019
tentang Kementerian Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 60);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15
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Tahun 2014 tentang Pedoman Standar
Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 615); dan

Peraturan Menteri Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 700) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2021
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Koordinator Bidang Pembangunan Manusia
dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020
tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 441).

Sarana dan
Prasarana
dan/atau

Fasilitas

ruang tamu dengan pendingin ruangan;
meja dan kursi;

komputer;

printer;

jaringan internet;

pesawat telepon;

mesin faksimile;

mesin fotokopi;

proyektor; dan/atau

. formulir permohonan.

Kompetensi
Pelaksana

Lol |t e B M S S o N

Sumber daya
kompetensi di
publik; dan
Sumber daya manusia yang memiliki
kemampuan dan ketrampilan khusus dalam hal
penanganan pengaduan.

manusia yang memiliki
bidang kebijakan pelayanan

Pengawasan
Internal

t

3

Dilakukan secara berjenjang hingga ke
tingkat pengawasan Jabatan Pimpinan Tinggi

Madya terkait;

Dilakukan sistem  pengendalian internal

pemerintah dan pengawasan fungsional oleh

Inspektorat; dan

Dilakukan secara berkelanjutan.

Jumlah
Pelaksana

Min

imal 2 (dua) orang pegawai penanggung jawab

penanganan pengaduan pelayanan publik.

Jaminan
Pelayanan

Pengaduan

pelayanan publik mendapat

penanganan.

Jaminan
Keamanan dan
Keselamatan
Pelayanan

13

19

Identitas pengguna layanan dijamin
kerahasiaannya, jika pengguna layanan tidak
ingin identitasnya diketahui (disesuaikan
dengan permasalahan dan kepentingannya
untuk penyelesaian masalah).

Data danj/atau Informasi yang diterima dari
pengguna layanan dijamin kerahasiaannya
sepanjang diminta oleh pengguna layanan.
Jaminan keamanan dan keselamatan pengguna
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layanan menjadi tanggung jawab Kementerian
Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan selama berada di lingkungan
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan

Manusia.
8. | Evaluasi Kinerja | Evaluasi penerapan standar pelayanan ini
Pelaksana dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu)

tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan
untuk menjaga dan meningkatkan kinerja
pelayanan.

MENTERI KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA
DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd

MUHADJIR EFFENDY
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